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GUBERNUR BENGKULU 
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR 35 TAHUN 2022 

TENTANG 

SALINAN I 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 38 

TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

PROVINS! BENGKULU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 

DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

a. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan 

anggota dewan, telah diatur dalam Peraturan Gubemur 

Bengkulu Nomor 38 Tahun 201 7 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 

17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubemur Bengkulu Nomor 38 Tahun 201 7 ten tang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Bengkulu Nomor 6 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu; 

b. bahwa Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Gubemur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur 

Bengkulu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 38 Tahun 

201 7 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu 

sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah dan 

disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini; 
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Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

dimaksud dalam huruf a dan b 

sebagaimana 

diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu 

Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 

201 7 Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Bengkulu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2854); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
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Menetapkan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan 

Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781)-; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 

201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2017 Nomor 6); 

9 . Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu 

(Serita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 

39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 

38 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 

201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2021); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 38 

TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH PROVINS! BENGKULU NOMOR 6 

TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! BENGKULU. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu 

Nomor 38 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 

Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Bengkulu Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 

Tahun 201 7 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Berita 

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 18) diubah 

se bagai beriku t: 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 17 

(1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah 

tangga. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disediakan dalam rangka menunjang 

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan 

DPRD. 

(3) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD tidak 

dibayarkan secara tunai, melainkan dianggarkan 

dan direalisasikan dalam bentuk program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang melekat pada Sekretariat 

DPRD sesuai dengan peraturan perundang

undangan. 

(4) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

daerah. 

http://jdih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

(5) Standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) meliputi kebutuhan: 

a. belanja makan dan minum harian pimpinan 

DPRD beserta keluarganya dan yang bertugas di 

rumah dinas pimpinan; 

b. belanja makan dan minum tamu rumah dinas; 

c. belanja Alat / Bahan Kebutuhan rumah tangga 

Harian Pimpinan DPRD; 

d. belanja Jasa laundry meliputi kebersihan 

pakaian pimpinan DPRD beserta keluargan inti, 

serta perlengkapan rumah jabatan yang 

memerlukan layanan laundry; 

(6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan 

fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak 

diberikan belanja rumah tangga. 

(7) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga pimpinan 

DPRD dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan 

Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Diantara Pasal 1 7 dan Pasal 18 disisipkan satu pasal 

yaitu Pasal 17 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17A 

(1) Belanja rumah tangga Ketua DPRD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak boleh 

melebihi besaran belanja rumah tangga Gubernur. 

(2) Belanja rumah tangga Wakil-wakil Ketua DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

tidak boleh melebihi besaran belanja rumah tangga 

Wakil Gubernur. 

(3) Pelaksanan Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan seG:ara tertib) efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat 

untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 

diund-angkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur 1n1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal 2-12-2022 

GUBERNUR BENGKULU, 

ttd. 

H. ROHIDIN MERSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal 2-12-2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, 

ttd. 

H.HAMKA SABRI 

BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 35 

· dengan -aslinya 
HUKUM, 

S.H. M.H 
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